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ABSTRAK 

PROFESIONALISME PEGAWAI DALAM PELAYANAN 

KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI SIAK DI 

KECAMATAN MEDAN PETISAH 

DITANIA FADILLAH 

1703100039  

 Untuk memudahkan administrasi kependudukan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data kependudukan berbasis teknologi informasi, Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang telah 

dikukuhkan dengan Keputusan Presiden nomor 88 Tahun 2004 tentang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan 

instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk 

terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu, 

tertib, terpenuhi hak penduduk. Untuk dapat terwujudnya pelayanan yang baik 

maka harus di tunjang dengan pegawai yang profesional dalam rangka 

memberikan layanan yang efektif dan efisien. Profesionalisme sangat ditentukan 

oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara teori sistem 

ini sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya siak masih belum berjalan secara 

optimal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Profesionalisme 

Pegawai Dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Aplikasi SIAK dan hambatan-

hambatan yang terjadi saat pelaksanaan SIAK. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data 

menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan melalui 

komunikasi lisan secara langsung dengan narasumber atau informan. Dari 

penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Medan Petisah diketahui bahwa 

profesionalisme pegawai dalam pelayanan kependudukan berbasis Aplikasi SIAK 

sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala-kendala dalam 

prosesnya. 

Kata Kunci : Profesionalisme, Sistem Administrasi, Kependudukan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata 

disertai rendahnya kualitas penduduk menjadi sumber permasalahan yang 

berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Keselarasan jumlah penduduk yang 

besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber daya 

manusia yang baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut 

penduduk di sebuah negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah 

penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang rendah.  

Berkaitan dengan berbagai masalah kependudukan yang terjadi, pemerintah 

pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan” (SIAK). SIAK merupakan sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan 

instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk 

terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu, 

tertib, terpenuhi hak penduduk.  

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan 

dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam 

pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan 
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penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif 

melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran 

amanat Pasal 26 ayat (3) bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi 

Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional 

serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.  

 SIAK dibuat dan dikembangkan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan 

Kementrian Dalam Negeri dengan maksud memfasilitasi pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan. Para penyelenggara negara dituntut untuk bekerja 

lebih keras mulai dari pemerintah tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintah 

paling bawah terkait dengan pengumpulan data kependudukan secara lengkap dan 

akurat serta sesuai yang dibutuhkan dalam  rangka memenuhi informasi mengenai 

kependudukan untuk merumuskan sebuah kebijakan ataupun program dalam 

menanggulangi permasalahan dalam administrasi kependudukan.  

Melalui jaringan komunikasi dan informasi, aplikasi ini diharapkan mampu 

mengatasi segala permasalahan pengelolaan data kependudukan dalam melakukan 

pelayanan seperti pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Kematian, dan Akta 

Perkawinan. Data keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang 

memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi modern dapat 

diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien. 

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu 

revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. 
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Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya 

pemerintahan tradisional (traditional government) menuju electronic government 

atau e-government. Melalui e-government, pemerintah akan dikelola melalui 

jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang 

dimaksud adalah pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan 

sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang 

sederhana. Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi juga telah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua aspek terutama pada sektor 

pemerintahan. Hal ini sangat mendukung berbagai macam kegiatan pemerintah, 

termasuk dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan.  

Pelayanan yang dihasilkan haruslah adil dan merata, oleh karena itu setiap 

aparatur dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional. 

Pegawai atau aparatur pemerintah yang profesional sangat berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan 

organisasi pemerintah. Setiap pegawai profesional berpegang teguh pada nilai 

moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai 

unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan 

tugas negara, pemerintah dan pembangunan.”  

Dengan adanya profesionalisme kerja birokrat ataupun aparatur Pegawai 

Negeri Sipil harus profesional dalam bekerja sekaligus taat hukum, netral, 

rasional, demokratif, inovatif mandiri memiliki integritas yang tinggi serta 

menjunjung etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pada kenyataannya pelayanan yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah kepada masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena 

pada dasarnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan data 

Kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam suatu jaringan integral yang 

di dalamnya semua adalah data kependudukan di daerah-daerah yang saling 

terkoneksi. Koneksi SIAK ini berlangsung mulai dari tingkat desa, kelurahan, 

kecamatan hingga kabupaten/kota dan propinsi.  

Kecamatan Medan Petisah dengan wilayah yang cukup luas serta banyaknya 

kelurahan-kelurahan juga memiliki tingkat pertumbuhan masyarakat yang tinggi 

dan penyebarannya yang cukup luas. Dalam penyelenggaraan aplikasi SIAK tentu 

tidak mudah mengingat pengelolaan data secara online sehingga membutuhkan 

dukungan koneksi jaringan internet ketika penduduk mendaftarkan dirinya. 

Karena pelaksanaan SIAK pada dasarnya didukung oleh komputer yang 

terkoneksi dengan jaringan internet yang baik, bila koneksi internet lemah maka 

pelayanan administrasi kependudukan akan terganggu. Kemudian sumber daya 
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manusia yang mengoperasikan aplikasi SIAK masih sedikit yang sesuai pada 

kemampuannya dibidang teknologi dan informasi.  

Dengan adanya penerapan SIAK seharusnya pengelolaan data kependudukan 

sudah lebih mudah dan akuntabel, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa 

masalah terkait pengurusan mengenai administrasi kependudukan Di Kecamatan 

Medan Petisah, seperti halnya dalam pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, 

masyarakat sering mengeluh karena waktu yang digunakan saat pengurusan KTP, 

KK dan Akte Kelahiran tersebut memakan waktu yang cukup lama.  

Pada saat melakukan penelitian di Kecamatan Medan Petisah, melakukan 

wawancara singkat dengan salah seorang warga yang sedang mengurus KTP, 

mengaku bahwa ia harus menunggu beberapa hari untuk dapat memperoleh KTP. 

Selain permasalahan waktu dalam pengurusan tentang administrasi, hingga saat 

ini masih terdapat masyarakat yang tidak terdaftar dalam administrasi Kecamatan 

Medan Petisah, seharusnya dengan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) seluruh masyarakat sudah terdaftar serta tidak perlu 

menunggu lama dalam pengurusan administrasi kependudukan sebab sistem ini 

sudah berbasis online.  

Dengan adanya SIAK, seharusnya pelayanan terhadap administrasi 

kependudukan sudah harus lebih baik, karena tujuan diterapkannya SIAK tidak 

lain adalah untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan 

bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 
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untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “ Profesionalisme Pegawai Dalam 

Pelayanan Kependudukan Berbasis Aplikasi SIAK di Kecamatan Medan Petisah”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Profesionalisme 

Pegawai Dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Aplikasi SIAK di Kecamatan 

Medan Petisah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Profesionalisme Pegawai Dalam 

Pelayanan Kependudukan Berbasis Aplikasi SIAK di Kecamatan 

Medan Petisah 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan dalam Proses Pelayanan di 

Kecamatan Medan Petisah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna sebagai suatu sarana untuk 

melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis 
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dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisis setiap 

gejala dan permasalahan di lapangan. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran 

atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme pegawai dalam proses pelayanan 

kependudukan, sehingga Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan dapat diterapkan dengan baik 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 BAB II URAIAN TEORITIS 

   Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian  

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, 

kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, 

informen/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik 
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analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran 

umum lokasi penelitian. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian di 

lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari 

hasil penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian 

dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep 

guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang 

dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di 

kemukakan di bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

2.1 Pengertian Profesionalisme  

 Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau 

layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan 

menerima gaji sebagai upah atau jasanya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa dalam rangka 

pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana 

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, 

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat dan mampu menjalankan peran  sebagai unsur perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahub 1945. 
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Menurut (Oerip dan Uetomo, 2000 : 264-265), profesional artinya ahli 

dalam bidangnya, jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang 

profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. 

Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Berbicara 

mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. 

Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang 

menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya 

memiliki ciri standar teknis atau etika sebuah profesi. 

Menurut (Kunandar, 2007:45), profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, 

tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata 

pencaharian seseorang. Menurut pendapat Siagian (2000:163), mengatakan 

bahwa: “Profesionalisme merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga 
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terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang cepat, cermat dan dengan prosedur 

yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”.  

Menurut De George, profesional adalah orang yang mempunyai profesi 

atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan 

suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup 

dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu 

kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal 

yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu 

luang. Profesionalisme dapat diartikan suatu watak yang diwujudkan dalam suatu 

tingkah laku, suatu tujuan dalam menjalankan profesi yang akan menghasilkan 

kualitas terbaik dari pekerjaannya. 

Menurut (Faturrahman, 2007:4), profesionalisme mengandung dua unsur, 

yaitu unsur keahlian, dan unsur panggilan, unsur kecakapan teknik dan 

kematangan etik, unsur akal dan moral. Dan kedua-duanya itulah merupakan 

kebulatan unsur kepemimpinan. Menurut (Panji Anoraga, 2001:70), dengan 

demikian, maka berbicara tentang profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari 

masalah kepemimpinan dalam arti yang luas. Suatu profesi menyajikan jasa yang 

berdasarkan ilmu pengetahuan yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu 

yang secara sistematik diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan 

klien. Jadi profesi merupakan pekerjaan saintifik untuk memenuhi kebutuhan 

anggota masyarakat.  
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Selanjutnya, menurut (Kennet Lyin dalam Wrawan, 2002:9)  

“profesionalisme adalah ide, aliran atau pendapat bahwa suatu profesi harus 

dilakukan oleh profesional dengan mengacu pada norma-norma profesionalisme 

Komponen-komponen yang sangat diperlukan dalam menjalankan kompetensi 

profesional, antara lain :  

a) Kompetensi individu yang meliputi inisiatif, dipercaya, motivasi, dan 

kreatif karena masyarakat mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang 

benar atau nyata apa yang dilakukan para profesional, menganggap atau 

yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada, menganggap atau yakin bahwa 

seseorang itu jujur, dan yakin benar atau memastikan akan kemampuan 

atau kelebihan seseorang atau sesuatu yang akan dapat memenuhi 

harapannya. 

b) Kompetensi sosial, yang meliputi berkomunikasi, kerja kelompok dan 

kerjasama. 

c) Kompentensi metodik, yang meliputi mengumpulkan dan menganalisa 

informasi, mengevaluasi informasi, orientasi tujuan kerja, dan bekerja 

secara sistematis. 

d) Kompetensi spesialis, yang meliputi keterampilan dan pengetahuan, 

menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, 

mengorganisasikan dan menangani masalah. 

Menurut Royen (2007:13), faktor yang mendukung sikap profesionalisme 

adalah :  
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1. Performance 

Performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, penampilan kerja. 

2. Akuntabilitas aparatur 

Akuntabilitas merupakan kebijakan strategis, hal ini harus dapat di 

implementasikan untuk menciptakan kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja 

pegawai. Menurut (Akhmad, Mustanir, & Ramadhan, 2018) Akuntabilitas juga 

merupakan kewajiban untuk memberikan tanggung jawab kinerja kepada pihak-

pihak tertentu. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk 

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 

b. Menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dan 

sesuai dengan peraturan. 

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh. 

e. Jujur, objektif, transparan dan inovatif. 

3. Loyalitas pegawai 

Loyalitas aparatur yang berkaitan dengan karakteristik sosok 

profesionalisme menurut Islami dalam Royen adalah kesetiaan diberikan kepada 

konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan sekerja, berbagai jenis kesetiaan 
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tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan 

kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.  

4. Kemampuan aparatur / pegawai 

Menurut Thoha, kemampuan merupakan salah satu unsur kematangan 

yang  berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. 

Menurut Panji Anoraga (201:9), menyebutkan bahwa ciri-ciri 

profesionalisme adalah: 

a) Memiliki sifat mengejar kesempurnaan hasil (perfect result) sehingga 

dituntut untuk pengalaman dan kebiasaan; 

b) Menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat yang tidak mudah puas 

atau putus asa sampai selalu mencari peningkatan mutu; 

c) Memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh 

melalui hasil tercapai; 

d) Memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan, sehingga terjadi 

efektifitas kerja yang tinggi. 

2.2 Pengertian Pegawai  

Pegawai (kata benda) yang berarti orang-orang atau sekelompok orang 

yang memiliki status karena pekerjaannya. Pegawai dalam bahasa Jawa berasal 

dari kata “gawe” atau “kerja”. Kepegawaian yang berasal dari kata pegawai 

(orang-orang yang bekerja) memperoleh awalan ke dan akhiran an yang memiliki 
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arti kegiatan atau aktivitas, dalam hal ini adalah aktivitas memanfaatkan, 

memberdayakan dan lain-lain yang bermakna segala sesuatu kegiatan yang 

berhubungan dengan pegawai yang dimanfaatkan, di daya gunakan oleh instansi, 

serta menjadi tanggung jawab dari instansi tersebut.  

Menurut E.Dimock dan Gladys Dimock, yang pendapatnya dikutip oleh 

Hadari Nawawi (1994-172) mengatakan bahwa istilah kepegawaian dapat dilihat 

dari 2 (dua) pengertian sebagai berikut: 

a) Menunjuk kepada semua pegawai suatu perusahaan (lembaga, badan, 

kantor, dan lain-lain sebagai organisasi kerja) 

b) Melukiskan prosedur-prosedur administratif mengenai pengupahan, 

pengaturan dan penggantian pegawai-pegawai. 

2.3 Pengertian Kinerja Pegawai 

Menurut (Mangkunegara, 2000), kinerja merupakan pencapaian kerja 

seorang dalam melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepadanya dengan 

tanggung jawab secara kualitas maupun kuantitas. Penilaian kerja dilakukan untuk 

menilai pelaksanaan tugas pegawai dan selanjutnya digunakan untuk evaluasi 

demi mencapai keberhasilan kerja.Penilaian dilakukan dengan membandingkan 

hasil kerja yang dicapai pegawai dengan standar pekerjaan lembaga.Jika hasil 

kerja seorang pegawai melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja pegawai 

berkategori baik, demikian sebaliknya.  

Menurut Artana (2012) suatu pekerjaan dapat diukur melalui berbagai 

indikator, yaitu:  
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1. Pengetahuan yaitu pengetahuan pegawai yang berkaitan dengan 

semua tingkat pekerjaan dan hal lain yang berkaitan dengan 

pekerjaan tersebut.  

2. Kualitas kerja yaitu hasil kerja pegawai yang ditinjau dari segi 

ketelitian dan kerapian.  

3. Kuantitas kerja yaitu hasil kerja pegawai yang ditinjuau dari 

jumlah hasil tugas yang mampu diselesaikan.  

4. Kesetiaan yaitu keteguhan pegawai terhadap pekerjaan dan jabatan 

di perusahaan, tercermin pada kesediaan pegawai menjaga dan 

membela perusahaan. 

5. Kemampuan bekerjasama yaitu kemampuan pegawai bekerjasama 

untuk menyelesaikan suatu tugas sehingga dapat mencapai hasil 

yang sebesar-besarnya. 

6. Kemampuan beradaptasi yaitu kemampuan pegawai untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaan.   

7. Inisiatif yaitu daya pikir dan kreatifitas pegawai dalam bentuk ide 

untuk suatu tujuan lembaga.  

8. Kemandirian yaitu kemampuaan pegawai dalam menyelesaikan 

tugas atau pekerjaannya sendiri.  

9. Kreatifitas adalah kemampuan untuk mengajukan ide-ide baru 

yang membangun sehingga dapat membantu dalam kelancaran 

pekerjaan, mengurangi biaya, memperbaiki hasil kerja dan 

menambah produktifitas. 
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Menurut Wirawan (2009), faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

a) Faktor internal pegawai, yaitu faktor bawaan dan faktor berkembang. 

Faktor bawaan dari lahir yaitu terdapat dalam diri pegawai, misalnya 

bakat, sifat pribadi, serta keadaan fisik dan kejiwaan. Faktor berkembang 

yaitu faktor yang diperoleh ketika pegawai berkembang, misalnya 

pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan motivasi 

kerja. 

b) Faktor lingkungan internal organisasi, yaitu dukungan dari organisasi 

dimana pegawai bekerja. Faktor-faktor lingkungan internal organisasi 

tersebut antara lain visi, misi dan tujuan organisasi, kebijakan organisasi, 

teknologi, strategi organisasi, sistem manajemen, kompensasi, 

kepemimpinan, budaya organisasi, dan teman kerja. 

c) Faktor lingkungan eksternal organisasi, yaitu keadaan, kejadian, atau 

situasi yang terjadi di lingkungan luar organisasi yang mempengaruhi 

kinerja pegawai. Contoh faktor tersebut antara lain kehidupan ekonomi, 

kehidupan politik, kehidupan sosial, budaya dan agama masyarakat, dan 

kompetitor. 

2.4 Pengertian Pelayanan  

Setiap organisasi modern dan maju senantiasa mengedepankan bentuk-

bentuk aktualisasi kualitas layanan. Kualitas layanan yang dimaksud adalah 

memberikan bentuk pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan, 

keinginan, harapan dan kepuasan dari masyarakat yang meminta pelayanan dan 
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yang meminta dipenuhi pelayanannya. Menurut (Rusydi, 2017), pelayanan 

(service) adalah “suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 

azdiperlukan seseorang atau orang lain, terhadap kita yang membentuk suatu 

keterikatan hak dan kewajiban masing-masing pihak”.  

Menurut Poewadarmita dalam Hardiyansyah (2011:10) dalam (Nurhadi, 

2016) menjelaskan bahwa secara etimologis,  pelayanan berasal dari kata layan 

yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan 

seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara 

melayani, service atau jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 

Menurut Donald dalam Hardiyansyah (2011:10) dalam (Nurhadi, 2016) 

mengatakan bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya 

tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya 

mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.  

Menurut (Barata, 2003:30) dalam (Frimayasa, 127b), Pelayanan adalah  

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. 

Menurut Parasuraman (2001:26) mengemukakan konsep kualitas layanan 

yang berkaitan dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur yang biasa dikenal 

dengan istilah kualitas layanan “RATER” (responsiveness, assurance, tangible, 

empathy dan reliability). Konsep kualitas layanan RATER intinya adalah 
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membentuk sikap dan perilaku dari pengembang pelayanan untuk memberikan 

bentuk pelayanan yang kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian sesuai dengan 

kualitas layanan yang diterima. 

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu aktifitas 

atau interaksi secara langsung untuk membantu, menyiapkan serta mengurus apa 

yang diperlukan orang lain. 

2.4.1 Bentuk Kualitas Pelayanan 

Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai bentuk-bentuk aplikasi kualitas 

layanan dengan menerapkan konsep “RATER” yang dikemukakan oleh 

Parasuraman (2001:32) sebagai berikut: 

a. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan, 

mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang 

mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pegawai 

untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian, 

ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya. 

Menurut (Parasuraman, 2001:52) hal ini memerlukan adanya penjelasan yang 

bijaksana, mendetail,membina, mengarahkan dan membujuk agar menyikapi 

segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu 

organisasi, sehingga bentuk pelayanan mendapat respon positif. 
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b. Jaminan (Assurance) 

Menurut(Parasuraman, 2001:69), setiap bentuk pelayanan memerlukan 

adanya kepastian atas pelayanan yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu 

pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan dari pegawai yang memberikan 

pelayanan, sehingga orang yang menerima pelayanan merasa puas dan yakin 

bahwa segala bentuk urusan pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai 

sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran dan kualitas layanan 

yang diberikan. 

Jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat ditentukan 

oleh performance atau kinerja pelayanan, sehingga diyakini bahwa pegawai 

tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal, mandiri dan profesional 

yang berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima. Selain dari performance 

tersebut, jaminan dari suatu pelayanan juga ditentukan dari adanya komitmen 

organisasi yang kuat, yang menganjurkan agar setiap pegawai memberikan 

pelayanan secara serius dan sungguh-sungguh untuk memuaskan orang yang 

dilayani.  

c. Bukti Fisik (Tangible) 

Menurut  (Parasuraman, 2001:32), pengertian bukti fisik dalam kualitas 

layanan adalah bentuk aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan 

oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat 

dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan 
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pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus 

menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan. 

Berarti dalam memberikan pelayanan, setiap orang yang menginginkan 

pelayanan dapat merasakan pentingnya bukti fisik yang ditunjukkan oleh 

pengembang pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan memberikan 

kepuasan. Bentuk pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana 

pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance 

pemberi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan 

dalam menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam bentuk pelayanan 

fisik yang dapat dilihat. 

d. Empati (Empathy)  

Menurut (Parasuraman, 2001:40), setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan 

memerlukan adanya pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau 

kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan 

berjalan dengan lancar dan berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan 

dengan pelayanan memiliki adanya rasa empati (empathy) dalam menyelesaikan 

atau mengurus atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan. 

e. Kehandalan (Reliability) 

Menurut (Parasuraman, 2001:48), setiap pelayanan memerlukan bentuk 

pelayanan yang handal, artinya dalam memberikan pelayanan, setiap pegawai 

diharapkan memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, 
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penguasaan dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang 

dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan 

dan kesan yang berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. 

2.5 Pengertian Kependudukan 

Kependudukan sangat erat kaitannya dengan demografi. Demografi sendiri 

berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat atau penduduk dan 

“Grafien” yang berarti menulis. Jadi demografi adalah tulisan – tulisan mengenai 

rakyat atau penduduk. Menurut Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (dalam 

Mantra, 2000), demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, 

teritorial, komposisi penduduk dan perubahan serta sebab-sebabnya yang biasa 

timbul karena kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas sosial.  

Struktur penduduk merupakan aspek yang statis, yang menggambarkan 

penduduk dari hasil sensus penduduk pada hari sensus tersebut. Data yang didapat 

pada hari dilakukannya sensus dijadikan sebagai basis perhitungan penduduk. 

Setelah hari sensus tersebut dilakukan maka struktur penduduk akan berubah dari 

basis penduduk tadi. Unsur – unsur kependudukan yang dapat merubah stuktur 

kependudukan tersebut merupakan unsur – unsur yanag dinamis yang terdiri dari 

kelahiran, kematian dan migrasi. Proses perubahan tersebut juga dengan proses 

dinamis. 

Menurut (R. Thomlinson, 1965), analisis kependudukan bertujuan untuk 

menerangkan informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan 

perubahan-perubahannya. Serta menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor 
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dasar tersebut dan menganalisa segala konsekuensi yang mungkin terjadi di masa 

depan sebagai hasil dari perubahan tersebut. 

2.6 Pengertian Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat 

Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Cara kerja dari 

SIAK untuk mendaftarkan penduduk di tiap kabupaten/kota dari SIAK diakses 

oleh seorang kepala pusat data dan pusat data pengganti (disaster recovery center) 

yang bertugas di bidang SIAK dan/atau database kependudukan di 

kabupaten/kota.  

Selanjutnya, SIAK diakses untuk memasukkan data-data kependudukan 

tersebut ke dalam satu pusat data (data center) yang dikirimkan ke kepala pusat 

data di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi urusan 

kependudukan dan pencatatan sipil. Tahap terakhir mengirimkannya ke Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. SIAK 

sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil dari tiap 

daerah di Indonesia. 

Administrasi kependudukan diarahkan untuk : 
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1) Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan 

tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. 

2) Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan 

serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 

3) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting. 

4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara 

nasional, regional, serta lokal. 

5) Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. 

2.6.1 Pelayanan Kependudukan dalam Administrasi Kependudukan 

Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk 

dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-

undang.  Pada buku pintar kependudukan menurut (Sudjarwo, 2004 : 75), 

pelayanan administrasi kependudukan diartikan sebagai pelayanan di bidang 

kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan non pemerintah dari 

tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan, RW dan RT. Pada pelayanan 

administrasi kependudukan, aparat pemerintah dan non pemerintah memberikan 

pelayanan misalnya pengurusan izin nikah, permohonan KTP, surat keterangan, 

dan kartu keluarga, dan surat-surat kependudukan yang lain. 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang 

mengajukan permohonan penerbitan KTP-El baru/pengganti/hilang/rusak,kia 

yaitu : 
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Tabel  2.1 

“Persyaratan Pengurusan administrasi KTP-El dan KIA di Kecamatan 

Medan Petisah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kecamatan Medan Petisah 2021 

1. KTP-EL PEMULA 

 Kartu Keluarga 

Asli Dan 

Fotokopy 1 

Lembar  

2. KTP-El PINDAH 

DATANG 

 Fotokopi Kartu 

Keluarga 1 Lembar 

 Surat Pernyataan 

 Ktp Asli Daerah Asal 

3. KTP-EL HILANG 

 Fotokopi Kartu 

Keluarga 1 Lembar 

 Surat Keterangan 

Hilang Dari 

Kepolisian 

 

4. KTP-EL RUSAK 

 Ktp Asli Yang Sudah 

Rusak  

 Fotokopi Kartu 

Keluarga 2 Lembar 

5. KIA 

 Fotokopi kutipan akta 

kelahiran dan menunjukkan 

kutipan akta kelahiran 
aslinya 

 Kartu Keluarga (KK) asli 

orangtua/wali 

 KTP asli kedua 

orangtua/wali 
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2.6.2 Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan pengelolaan SIAK bertujuan: 

a) Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 

b) Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah 

mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses; 

c) Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem 

pengenal tunggal, dengan tahap menjamin kerahasiaan. 

Dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, setiap 

penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : 

1) Dokumen kependudukan. 

2) Pelayanan yang sama dalam dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil. 

3) Perlindungan atas data pribadi. 

4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. 

5) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

atas dirinya atau keluarganya. 
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6) Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data 

pribadi oleh instansi pelaksana. 

2.6.3 Unsur-Unsur  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: 

1) Database, 2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi, 3) Sumber daya 

manusia, 4) Pemegang hak akses, 5) Lokasi database, 6) Pengelolaan database, 7) 

Pemeliharaan database, 8) Pengamanan database, 9) Pengawasan database, 10) 

Data cadangan (back-up data/disaster recovery centre), 11) Perangkat pendukung, 

12) Tempat pelayanan, 13) Pusat data, 14) Pusat data cadangan 15) Jaringan 

komunikasi data. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif. Adapun 

definisi menurut para ahli yang mengemukakan tentang penelitian kualitatif 

seperti menurut Sugiyono (2011:13), Penelitian Kualitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprimen) 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data dan bersifat induktif atau kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4), mengemukakan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Sementara Kirk dan Miller dalam Moleong (2013:4) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. 
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3.2 Kerangka Konsep 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research mengemukakan bahwa, 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor  yang telah di identifikasi sebagai masalah. 

Oleh karena itu yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar. 3.1 

Kerangka Konsep 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU No 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi 

Kependudukan 

Profesionalisme Pegawai dalam 

Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan di Kecamatan Medan 

Petisah 

Meningkatkan kepuasan 

masyarakat terhadap Pelayanan 

Administrasi 
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3.3 Definisi Konsep 

Menurut Singarimbun, konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena 

yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan jumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan 

yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah 

pengertian, maka definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sesuai dengan kerangka teori yang telah dikemukakan diatas, maka konsep 

operasional tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan, ketentuan mengenai penertiban dokumen 

kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan 

negara diatur dalam Peraturan Menteri. 

2. Profesionalisme pegawai sebagai sikap dan perilaku pegawai yang 

mampu dan handal serta berpengetahuan luas dalam bidangnya 

diharapkan mampu melakukan pekerjaannya dalam melayani 

masyarakat banyak sesuai dengan bidang yang digelutinya. 

3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu 

sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-

prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata 

sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi 

di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran 
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Pemerintah Daerah khususnya di Kecamatan Medan Petisah dalam 

menyelenggarakan layanan kependudukan. 

4. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelanggara pelayanan publik. 

3.4 Kategorisasi  

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. 

Kategori adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar fikiran, intuisi, 

pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah: 

a. Adanya tujuan, kualitas suatu keahlian dan kewenangan; 

b. Adanya pencapaian kerja dalam melaksanakan tugas; 

c. Adanya kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan; 

d. Adanya penilaian kerja dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas 

pegawai. 

3.5 Informan atau Narasumber 

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti 

membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang 

dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti.  

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah : 
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1. Nama  : M.Agha Novrian S. STP,M.Si  

Umur  : 37 Tahun 

Jabatan : Kepala Camat Kecamatan Medan Petisah 

2. Nama  : Hj. Hariani Lubis, SE 

Umur  : 57 Tahun 

Jabatan : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Petisah 

3. Nama  : Nila Kesuma Matondang, S.STP,MSP 

Umur  : 30 Tahun 

Jabatan : Operator SIAK Kecamatan Medan Petisah 

4. Nama  : Meidy 

Umur  : 30 Tahun 

Jabatan : Masyarakat Kecamatan Medan Petisah 

5. Nama  : Ferina Mahira 

Umur  : 28 Tahun 

Jabatan : Masyarakat Kecamatan Medan Petisah 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Menurut Sugiyono (2011:308), teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingannya 

data dapat dikumpulkan pada settingan alamiah (natural setting), pada 

laboratorium dengan metode eksprimen dirumah dengan berbagai responden, 

pada suatu seminar, diskusi, dijalan, dan lain-lain. Metode pengumpulan data 

yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data kualitatis salah satunya dengan cara 

observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Menurut 

Hadi dalam Sugiyono (2011:196), mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. 

3. Metode Dokumentasi 

Selain observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga 

menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. 

Apabila tersedia dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman 

atau informasi untuk penelitian. 

3.7 Teknik Analisa Data 

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis 

data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
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mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.  

Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga 

memberikan gambaran mengenai profesionalisme pegawai pelayanan 

kependudukan berbasis aplikasi SIAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Adapun tahap-tahap untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Reduksi Data 

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya, dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b) Penyajian Data 

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi 

ke dalam laporan secara sistematis.  
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c) Penarikan Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat untuk mendukung mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian di lapangan.  

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang dimana 

penelitian akan dilakukan. Menurut Moleong (2013:128), cara terbaik yang perlu 

ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami 

fokus serta rumusah masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan maka peneliti pun harus 

menjajaki turun lapangan. 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kecamatan 

Medan Petisah di Jalan Iskandar Muda No. 270 A Medan dari bulan april s/d mei. 

Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena merupakan lokasi yang secara 

langsung berhubungan dengan objek penelitian yang digunakan sebagai sumber 

untuk memperoleh data yang diharapkan. 
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3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Petisah 

Dasar pembentukan kecamatan Medan Petisah adalah peraturan 

pemerintah No. 50 Tahun 1991 Tentang Pembentukan beberapa kecamatan di 

Sumatera Utara termasuk 8 (delapan) kecamatan pemekaran di Kotamadya Medan 

Tingkat II Medan. Kecamatan Medan Petisah menurut sejarah berawal dari pabrik 

es yang terletak di Jalan S. Parman dengan nama “Sari Petojo Es” pada tahun 

1960-an, yang memproduksi es batangan (es balok) yang dikemas di dalam peti. 

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat pada waktu itu menyebutnya 

dengan “Peti Basah” sehingga berubah menjadi “Petisah” hingga sekarang. 

Kecamatan Medan Petisah terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dan 69 (enam puluh 

sembilan) lingkungan. 

3.9.2 Visi dan Misi Kecamatan Medan Petisah 

 

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan – tujuan 

perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada 

masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan 

detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi 

yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut.Berdasarkan pengertian 

di atas, maka visi dari Kantor Camat Medan Petisah adalah “Menjadi 

Kecamatan Multicultural Yang Berbasis Pelayanan Terpadu, Sinergi, 

Professional dan Akuntabel.” 
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Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga 

dalam usaha mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alas an 

mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan 

proses pencapaian tujuan. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil 

dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak – pihak yang berkepentingan 

dapat mengenal instansi pemerintah daerahnya dan mengetahui fungsi pokok serta 

program – programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. 

Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka rumusan misi Kantor Camat 

Medan Petisah adalah: 

1. Menyiapkan sarana dan sistem pelayanan yang terpadu. 

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi hubungan internal dan 

eksternal. 

3. Mewujudkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas 

dan responsif. 

4. Mewujudkan pelayanan yang memiliki standard dan 

transparan. 

 

3.9.3 Geografis  

Kecamatan Medan Petisah terletak di Pusat Kota Medan dengan batas-

batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Helvetia 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Baru 
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d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat 

 

Gambar 3.2 

Peta Kecamatan Medan Petisah 

 

Sumber: http://medanpetisah.pemkomedan.go.id/wp-

content/uploads/2014/06/peta-500x375.jpg 

Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Petisah adalah 6,82 km
2 

dimana 

Kelurahan Petisah Tengah adalah Kelurahan terluas yaitu 127 Ha dan memiliki 

lingkungan terbanyak yaitu 16 lingkungan, dengan rincian luas masing-masing 

Kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Luas masing-masing kelurahan 

NO KELURAHAN LUAS 

(HA) 

JUMLAH 

LINGKUNGAN 

KODE 

POS 

1 Petisah Tengah 127 16 20112 

2 Sekip 61 11 20113 

3 Sei Sikambing D 91 12 20119 

4 Sei Putih Barat 98 11 20118 

5 Sei Putih Tengah 50 7 20118 

6 Sei Putih Timur I 32 5 20118 

7 Sei Putih Timur II 34 7 20118 

Jumlah 493 69  

Sumber : Kecamatan Medan Petisah 2021 

3.9.4 Demografi Kecamatan Medan Petisah 

Pada tahun 2020, Kecamatan Medan Petisah mempunyai penduduk 

sebesar 71.844 jiwa. Luasnya adalah 6,82 km
2
 dan kepadatan penduduknya adalah 

10.534 jiwa/km
2. 
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 Etnis 

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan, suku penduduk di 

kecamatan ini cukup beragam. Suku Melayu Deli, Batak, Tionghoa, dan Jawa 

merupakan suku yang paling banyak di kecamatan ini. Selain itu, ada juga suku 

lain seperti Minang, Aceh, Sunda, India, Nias, Pesisir, Bugis dan lainnya. 

 Agama 

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, penduduk 

Kecamatan Medan Petisah sangat beragam dalam agama yang dianut. Adapun 

persentasi penduduk Kecamatan Medan Petisah berdasarkan agama yang dianut 

ialah, yang memeluk agama Islam sebanyak 46,65%, kemudian Kristen sebanyak 

28,79%, dimana Protestan 26,10% dan Katolik 2,69%. Pemeluk agama Buddha 

sebanyak 22,42%, Hindu 2,13% dan sebagian kecil lainnya Konghucu dan 

kepercayaan lainnya 0,01%. Sementara untuk rumah ibadah, terdapat 35 Masjid, 

33 Gereja, dan 17 Vihara. 

3.9.5 Pemerintahan Kecamatan Medan Petisah 

Dasar pembentukan Kecamatan Medan Petisah adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tanggal 07 September 1991 tentang 

Pembentukan beberapa Kecamatan di Sumatera Utara termasuk 8 Kecamatan 

pemekaran di Kotamadya Medan Tingkat II Medan. Adapun Kantor Camat 

Medan Petisah diresmikan pada tanggal 02 September 1992 oleh Gubernur 

Sumatera Utara Raja Inal Siregar, dimana wilayah Kecamatan Medan Petisah 
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yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan 

Medan Barat.   

3.9.6 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Petisah 

Gambar 3.3 

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Petisah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kecamatan Medan Petisah 2021 

3.9.7 Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2010 tentang 

rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Petisah adalah sebagai berikut: 
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 Camat  

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 Tugas Pokok : 

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

 Fungsi  : 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan 
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7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 

kelurahan. 

 Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat lingkup 

kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan 

penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan 

pelaksanaan tugas kecamatan. 

 Tugas Pokok : 

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 

mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan; 

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kecamatan; 

3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

keskretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan kecamatan; 

4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan 

organisasi, ketatalaksanaan. 

5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan; 

6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keskretariatan; 
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 Sub Bagian Umum 

 Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian umum; 

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum; 

3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah 

dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan 

kerumahtanggan Kecamatan; 

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

5. Penyiapan bahan pembinaan pengembangan kelembagaan, 

ketatalaksanaan, dan kepegawaian; 

6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

8. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

 Sub Bagian Keuangan  
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 Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

 Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi 

keuangan. 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan; 

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan; 

3. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan 

rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi; 

4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi 

keuangan; 

5. Penyusunan laporan keuangan Kecamatan; 

6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 Sub Bagian Penyusunan Program 

 Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
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 Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program 

dan pelaporan. 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan 

Program; 

2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan 

program kecamatan; 

3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kecamatan; 

4. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 Seksi Tata Pemerintahan  

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup tata pemerintahan 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; 
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2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan; 

3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan kelurahan; 

4. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 

5. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, 

ideologi negara, dan kesatuan bangsa; 

6. Penyiapan bahan pembinaan dibidang keagrariaan; 

7. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan; 

8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan; 

9. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata 

pemerintahan; 

10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan; 

11. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 Tugas Pokok : 
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Melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup pemberdayaan 

masyarakat. 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat. 

2. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan 

masyarakat; 

3. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan 

masyarakat (LPM), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah; 

4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan 

masyarakat; 

5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan 

masyarakat; 

6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 Tugas Pokok : 
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Melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketentraman dan ketertiban 

umum. 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum; 

2. Penyusnan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban 

Umum; 

3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja 

perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan  ketertiban 

umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan 

daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah 

Kecamatan; 

4. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, 

pertahanan sipil, dan perlindungan masyarakat; 

5. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan 

pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; 

6. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup ketentraman dan 

ketertiban umum; 

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 Seksi Kesejahteraan Sosial 
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Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup kesejahteraan sosial. 

 Fungsi  : 

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesejahteraan 

Sosial; 

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Kesejahteraan Sosial; 

3. Penyiapan bahan pembinaan Kesejahteraan Sosial; 

4. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Kesejahteraan 

Sosial; 

5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaran pembinaan 

kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, 

olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya; 

6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan 

bencana lainnya; 

7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 Seksi Sarana dan Prasarana 

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. 
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 Tugas Pokok : 

Melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup Sarana dan Prasarana. 

 Fungsi  : 

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana 

Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana 

strategis,dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas 

perencanaan; 

2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan 

standar lainnya lingkup Sarana dan Prasarana; 

3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, penegakan 

kedisplinan Pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas 

lingkup Seksi Sarana dan Prasarana; 

4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit 

jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter. 

5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air dari 

badan jalan ke drainase; 

6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan 

sampai ke tempat pembuangan sampah (TPS) 

7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan, dan pelaporan fasilitas sarana dan 

prasarana umum yang tidak berfungsi; 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 Kelompok Jabatan Fungsional 
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas pokok Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Penyajian Data 

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama 

penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh 

melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk 

menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini 

berfokus pada Kecamatan Medan Petisah. Sumber data dalam penelitian ini ada 5 

(lima) orang dari pihak Kecamatan Medan Petisah. 

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data 

sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang 

terkait dengan karakteristik jawaban narasumber. 

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara 

Berdasarkan data yang disimpulkan melalui wawancara terhadap 

narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan 

kategorisasi. 

4.2.1 Adanya tujuan , kualitas suatu keahlian dan kewenangannya 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 

2021 dengan Bapak M.Agha Novrian S. STP,M.Si selaku Camat di Kecamatan 

Medan Petisah menyatakan bahwa SIAK merupakan sebuah kebijakan baru yang 
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dibuat oleh Pemerintah dan sudah pasti ditujukan untuk mengatasi semua 

masalah-masalah dibidang kependudukan, hingga terciptalah suatu suasana tertib 

administrasi.  

Tahapan implementasi SIAK dari sosialisasi yang dilakukan dinas kepada 

masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa yang 

menjadi tujuan diadakannya SIAK, dan berbagai informasi lainnya. Setelah itu 

masyarakat siap untuk mengisi formulir atau blanko data kependudukan yang 

telah disediakan dari dinas, dan pemrosesan data tersebut untuk kemudian diinput 

ke dalam pusat data kependudukan dan kemudian dihasilkan data yang sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. 

 Dan tentunya di dalam suatu organisasi terutama di Kecamatan Medan 

Petisah sudah pasti mempunyai tujuan agar terlaksana pelayanan yang baik dan 

memuaskan kepada masyarakat dengan adanya sistem SIAK ini, didukung juga 

oleh kualitas pegawai yang ada di Kecamatan Medan Petisah. Sebelum adanya 

SIAK  terkadang banyak juga masyarakat yang mengeluh akan lamanya waktu 

dalam memproses suatu dokumen.  

Sejauh ini pelaksanaan SIAK di Kecamatan Medan Petisah terpantau 

berjalan dengan baik, meskipun terkadang tentu saja ada hambatan-hambatannya. 

Karena sosialisasi yang diberikan pemerintah juga belum sepenuhnya merata ke 

seluruh masyarakat. Bahkan masih banyak juga masyarakat yang belum 

mengetahui program SIAK sehingga masyarakat tidak terlalu berpartisipasi dalam 

pelaksanaan program tersebut.  
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Untuk tercapainya sebuah tujuan dapat dilihat dari cara pegawai melayani 

masyarakat tersebut, apakah sudah baik atau belum. Karena kemampuan pemberi 

pelayanan atau pegawai harus didukung oleh kelengkapan sumber daya teknologi 

seperti dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat dan 

kualitas. Maka dari itu diharapkan dapat terlaksananya pemberian pelayanan 

kepada masyarakat baik dari segi substansial maupun dari segi teknis. Dapat 

dilihat dari ketersediaan peralatan (sarana dan prasarana) yang digunakan selama 

proses pelaksanaan SIAK telah ada dan dalam kondisi yang baik.  

Diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 

pemerintah membentuk Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang 

berada di setiap Kecamatan. Tugas utama TPDK adalah untuk memberikan 

pelayanan penerbitan KTP dan KK dengan menggunakan program SIAK yang 

sudah terhubung online dengan database yang ada di Dinas. TPDK dibentuk untuk 

memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus 

mendatangi Dinas 

Sehubungan dengan sikap profesionalisme pegawai, itu sangat perlu agar 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan tepat waktu semisal dalam membuat 

KTP, KK dan yang lainnya. Jadi KTP yang dulu waktunya lebih lama siap, 

sekarang sudah bisa diambil dengan kurun waktu kurang lebih seminggu. Begitu 

juga dengan pembuatan KK sudah bisa diambil kurang lebih 14 hari. Pegawai 

yang mengoperasikan SIAK tentunya tidak asal-asalan, karena pegawai yang 

mengoperasikan SIAK harus bisa mengoperasikan perangkat komputer dengan 
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melakukan BIMTEK atau pelatihan khusus untuk melaksanakan tugas. Maka dari 

itu perlu menempatkan pegawai dengan keahliannya masing-masing agar hasilnya 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 14 Juni 2021 dengan Ibu 

Nila Kesuma Matondang, S.STP,MSP sebagai Operator Siak Kecamatan Medan 

Petisah menyatakan bahwa tujuan dengan adanya program SIAK tentunya 

mempermudah pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan prosedur dan membuat masyarakat puas 

dari segi pelayanan adalah salah satu misi Kecamatan Medan Petisah dalam 

mewujudkan tujuannya. 

Tetapi tidak semua operator Siak harus Sarjana Informasi dan Komunikasi 

untuk mengelola SIAK, yang penting sudah mampu mengoperasikan dan 

mengelola SIAK apalagi sebelumnya ada BIMTEK pelatihan khusus untuk 

pengelolaannya. Jadi sudah mampu dan ahli untuk mengelola Siak. Sebagai 

operator SIAK selalu berusaha untuk membantu masyarakat dengan baik dan 

secepat mungkin.  

Terkadang ada saja tentunya hambatan-hambatan dalam mengoperasikan 

SIAK. Banyak masyarakat yang belum paham dan sadar akan pengurusan 

dokumen kependudukan. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang belum 

tahu kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus suatu 

dokumen sehingga seringkali itu menghambat kelancaran pelayanan oleh petugas 
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operator. Dan terkadang saat akan melakukan perekaman data terkadang jaringan 

tidak tersambung ke pusat, dan menghambat sistem pelaksanaan SIAK.  

Berdasarkan hasil wawancara tentang Kategorisasi yang pertama diantara 

Bapak M.Agha Novrian S. STP,M.Si selaku Camat di Kecamatan Medan Petisah 

dengan Ibu Nila Kesuma Matondang, S.STP,MSP sebagai Operator SIAK 

Kecamatan Medan Petisah relatif sama karena terdapat persamaan pendapat 

menyangkut dengan tujuan pelaksanaan SIAK di Kecamatan Medan Petisah untuk 

mempermudah melayani masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dalam 

pelayanan tersebut. 

SIAK bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan kependudukan yang 

ada dan sebelum mengoperasikan SIAK para pegawai tentunya diseleksi terlebih 

dahulu untuk dapat menciptakan kinerja pegawai yang berkualitas meskipun 

terkadang ada saja hambatan-hambatan yang dihadapi baik dari operator maupun 

dari masyarakat yang sebagian belum sepenuhnya mengerti program Siak karena 

sosialisasi dari pemerintahan yang belum merata. Dan hambatan dalam 

pelaksanaan SIAK adalah pengiriman berkas melalui jaringan internet yang 

lambat, mengingat bahwa program SIAK dilaksanakan dengan menggunakan 

jaringan internet.  

4.2.2 Adanya pencapaian kerja dalam melaksanakan tugas 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 

2021 dengan Bapak M.Agha Novrian S. STP,M.Si selaku Camat di Kecamatan 

Medan Petisah menyatakan bahwa dalam mewujudkan pencapaian kerja yang 
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baik tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang 

pekerjaaannya, sumber daya manusia itu merupakan faktor yang paling penting 

dalam suatu organisasi karena sumber daya memiliki bakat, tenaga dan kreativitas 

yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apapun 

bentuk serta tujuannya, institusi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan 

manusia dan dalam pelaksanaannya misinya dikelola oleh manusia.  

Mau bagaimana pun majunya sebuah teknologi, berkembangnya 

informasi, namun jika tanpa sumber daya manusia, maka akan sulit bagi 

organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya salah satu elemen penting yang turut 

menentukan terwujudnya suatu perusahaan yang baik. Suatu perusahaan perlu 

menciptakan kinerja karyawan yang tinggi sebab dengan tingginya kinerja 

karyawan akan membuat perusahaan menjadi maju dan berkembang.  

Di Kecamatan Medan Petisah ini sumber daya manusia yang diperlukan 

untuk mengoperasikan SIAK adalah mereka yang ahli dalam bidang komputer 

karena akan dijadikan sebagai operator atau tenaga ahli komputerisasi. Maka 

operator yang ada mendapat pelatihan khusus berupa BIMTEK yakni bimbingan 

teknis mengenai pengelolaan siak. Melalui BIMTEK, operator diberikan pelatihan 

khusus mengenai SIAK, cara mengoperasikannya dan menjalankan SIAK agar 

tercapai hasil pekerjaan yang memuaskan dan pengelolaan SIAK menjadi lebih 

efektif.  
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Sejujurnya tidak semua pelayanan dapat dilaksanakan dengan sesuai 

dengan standar pelayanan minimum yang ada. Banyak kendala yang ditemui di 

lapangan, yang tidak hanya berasal dari pegawai saja tetapi juga berasal dari 

masyarakat sendiri. Sebagai contoh masyarakat yang ingin mengurus pembuatan 

KTP, akan tetapi data atau berkas yang diperlukan tidak dapat dilengkapi oleh 

masyarakat tersebut, sehingga membuat standar pelayananan minimum tersebut 

tidak dapat diterapkan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh  pada hari Senin, 14 Juni 

2021 dengan Ibu Hj. Hariani Lubis, SE sebagai Sub Bagian Umum Kecamatan 

Medan Petisah menyatakan bahwa pencapaian kerja dari segi sumber daya 

manusia yang melaksanakan program SIAK tersebut dapat dikatakan baik dan 

bisa menyelesaikan pekerjaan walaupun terkadang ada saja kendala yang 

dihadapi. Pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa komunikasi yang 

terjadi antar petugas baik dalam satu bidang kerja maupun dengan bidang kerja 

yang lain terjalin dengan baik sehingga bisa bekerja sama dengan baik. 

Tentunya pencapaian kerja di dalam suatu perusahaan perlu diketahui agar 

bisa meningkatkan kualitas kerja di dalam suatu perusahaan tersebut salah satunya 

dalam sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk menjalankan program 

Siak ini. Karena jika sumber daya manusia tidak memadai, sudah pasti program 

Siak ini dan pekerjaan-pekerjaan yang ada disini tidak dapat dilakukan dengan 

maksimal. Sebagai operator Siak yang melaksanakan pekerjaan tersebut harus 
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mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya, tidak mungkin asal-asallan 

dalam mengoperasikannya.  

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pengurusan E-KTP, 

dan yang lainnya, dimana kompetensi dan keandalan teknis adalah salah satu hal 

yang sangat diperlukan dalam konteks memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat, dibarengi dengan kelengkapan sumber daya teknologi dalam hal ini 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat dan kualitas dalam 

konteks pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 

Pegawai yang bekerja di Kecamatan Medan Petisah ini terpantau dapat 

melayani masyarakat dengan baik, serta membantu masyarakat melengkapi 

syarat-syarat dalam menyelesaikan dokumen kependudukan yang diperlukan. 

Tetapi sebagian masyarakat belum memenuhi persyaratan yang diperlukan dengan 

lengkap sehingga terkadang menghambat kerja pegawai. Maka dari itu masih 

tetap terus dilakukan perbaikan agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat. 

Tentunya pegawai-pegawai di Kecamatan Medan Petisah selalu berusaha agar 

setiap kekurangan dapat diatasi, dan mengenai sumber daya manusia  harus tetap 

mendapat pelatihan dan penambahan personil yang berkompeten dibidangnya. 

Berdasarkan hasil wawancara tentang Kategorisasi yang kedua antara 

Bapak M.Agha Novrian S. STP,M.Si selaku Camat di Kecamatan Medan Petisah 

dengan Ibu Hj. Hariani Lubis, SE sebagai Sub Bagian Umum Kecamatan Medan 

Petisah relatif sama karena terdapat persamaan pendapat menyangkut pencapaian 

kerja akan terlaksanakan dengan baik jika adanya sumber daya manusia yang 
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memadai. Sumber daya manusia memerlukan sistem manajemen yang baik agar 

kinerja perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Karena dengan adanya sumber 

daya manusia yang terorganisir, upaya perusahaan dalam mencapai target 

organisasi akan menjadi lebih mudah untuk bisa dicapai. 

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Medan Petisah ini sebelum 

mengoperasikan SIAK tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu, melalui 

BIMTEK, operator diberikan pelatihan khusus mengenai SIAK, cara 

mengoperasikannya dan menjalankan SIAK agar tercapai hasil pekerjaan yang 

memuaskan dan pengelolaan SIAK menjadi lebih efektif. 

4.2.3 Adanya kualitas layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 

2021 dengan Ibu Nila Matondang, S.STP,MSP sebagai Operator Siak Kecamatan 

Medan Petisah menyatakan bahwa berusaha agar memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada masyarakat. Pegawai disini tentunya dituntut untuk 

menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Begitupun untuk menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu harus berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur 

(SOP). Dan sudah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan seperti, masih rendahnya tingkat 

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi 

kependudukan, contohnya masih ada warga masyarakat yang belum memiliki 

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,  dan Administrasi lainnya. Dan tentunya 

ada juga hambatan dari operator yang mengoperasikan program Siak ini. 
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Dalam melaksanakan proses Siak ini terkadang berjalan lancar dan 

terkadang berjalan tidak lancar sehingga memerlukan waktu yg lebih lama dari 

yang ditetapkan sebelumnya. Karena terkadang terdapat kesalahan data penduduk. 

Pada proses perekaman data e-KTP, operator akan mengkonfirmasi kepada 

penduduk yang bersangkutan apakah data nya sudah benar atau belum, baru 

setelah itu perekaman dilanjutkan. Mungkin karena banyaknya jumlah penduduk 

yang dihadapi dengan kapasitas operator yang terbatas dan proses perekaman 

hingga larut sore, kelelahan operator terkadang menimbulkan kekeliruan data 

yang di input.  

Maka terkadang proses penerimaan KTP seringkali memakan waktu yang 

lumayan lama dari yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagian masyarakat juga 

seringkali mengurus KK dan KTP ketika ada keperluan yang mendadak. Sehingga 

seringkali para pegawai didesak untuk segera menyelesaikan dokumen KK dan 

KTP lebih cepat dari ketentuan waktu yang berlaku saat ini. Selain meminta untuk 

cepat, sebagian masyarakat juga sering tidak melengkapi berkas/data yang telah 

ditentukan. Sehingga berkas harus kami kembalikan untuk dilengkapi terlebih 

dahulu. 

Setelah itu semisal dalam pembuatan KK, yang terpenting datanya lengkap 

dan pernah diinput di Siak. Tetapi jika tidak lengkap memang harus diinput lagi 

apalagi kalau tidak punya e-Ktp, jadi harus mengurus e-KTP nya dulu baru bisa 

dilayani KK nya. Dan dengan adanya Siak ini jika ingin membuat KTP tidak perlu 

membawa syarat yang banyak, cukup membawa fotocopy KK dan selanjutnya 
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menunggu dipanggil berfoto untuk pembuatan Ktp. Dan terkadang hambatan yang 

kerap muncul tidak terkoneksinya jaringan ke Pusat saat perekaman data , 

sehingga memperlama proses dalam pelaksanaan Siak tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 

2021 dengan Bapak Meidy sebagai masyarakat yang menerima pelayanan 

Kecamatan Medan Petisah menyatakan bahwa pelayanan yang ada di Kecamatan 

Medan Petisah sudah cukup baik mulai dari pengurusan KTP dan KK karna 

pegawai membantu memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat lengkap yang 

harus dibawa untuk mengurus keperluan dokumen kependudukan dan tidak perlu 

mengeluarkan biaya apapun. Ya walaupun terkadang waktu siapnya tidak sesuai 

dengan yang di janjikan sebelumnya. Seharusnya usaha peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat harus dikelola secara profesional dan selalu diutamakan yakni 

menggunakan manajemen kualitas pelayanan agar layanan kepada masyarakat 

dapat berjalan dengan bagus dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat yang dilayani. 

Berdasarkan hasil wawancara tentang Kategorisasi yang ketiga antara Ibu 

Nila Matondang, S.STP,MSP sebagai Operator Siak Kecamatan Medan Petisah 

dengan Bapak Meidy sebagai masyarakat relatif sama meskipun tidak terlalu 

sesuai dengan yang diharapkan menyangkut persamaan pendapat mengenai waktu 

kesiapan suatu dokumen yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena adanya  

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh operator SIAK yang tidak diketahui oleh 

masyarakat yang menerima pelayanan publik tersebut.  
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Namun, operator SIAK di Kecamatan Medan Petisah selalu berusaha 

untuk memaksimalkan pekerjaannya agar berjalan dengan baik dan memuaskan 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dan mencoba memperbaiki 

kekurangan yang ada. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, 

tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah akan 

semakin tinggi mengingat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya 

sebagai warga negara semakin berkembang. Masyarakat menuntut pelayanan yang 

cepat, tepat, adil, transparan, efisien dan efektif.  

4.2.4 Adanya penilaian kerja dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas 

pegawai 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 

2021 dengan Bapak Meidy sebagai masyarakat yang menerima pelayanan 

Kecamatan Medan Petisah menyatakan bahwa pegawai yang ada di Kecamatan  

Medan Petisah ini sudah terbilang baik dengan kondisi pandemi (covid-19) 

mereka dapat mengubah sistem akses pelayanan kependudukan dengan mudah, 

dengan mempersingkat waktu tahap ke tahap proses pendataan kependudukan 

karena dikatakan dengan adanya SIAK proses pengerjaan menjadi lebih cepat 

dengan estimasi waktu 7 hari dalam kepengurusan KTP dan KK dalam waktu 14 

hari meskipun dalam keterbatasan waktu estimasi waktu yang ditetapkan oleh 

pegawai Kecamatan Medan Petisah terkadang tidak sesuai. Perlu memperhatikan 

akses-akses pengerjaan seperti jaringan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya 

agar tidak ada keterlambatan waktu dalam pengerjaan sehingga tidak 
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mengecewakan masyarakat, tidak menimbulkan penilaian yang tidak bagus 

kepada pegawai/staf Kecamatan Medan Petisah. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 14 Juni 

2021 dengan Ibu Ferina Mahira sebagai masyarakat yang menerima pelayanan 

Kecamatan Medan Petisah menyatakan bahwa pegawai di Kecamatan Medan 

Petisah ini sudah cukup baik ,dalam pelayanan pegawai bersikap ramah dan sopan 

karena dengan begitu masyarakat dapat merasakan senang dengan perilaku 

pelayanan, pelayanan yang diberikan petugas seperti senyum, sapa dan salam 

untuk penggunaan pelayanan yang datang serta menanyakan keperluan apa yang 

mereka butuhkan dapat terpenuhi. Sejauh ini Ibu Ferina Mahira cukup puas 

dengan pelayanan yang diberikan pegawai di Kecamatan Medan Petisah ini 

karena dokumen yang diurus sesuai dengan tepat waktu bahkan sudah siap jauh 

sebelum hari yang ditentukan pegawai. 

 Berdasarkan wawancara tentang Kategorisasi yang keempat antara Bapak 

Meidy sebagai masyarakat dengan Ibu Ferina Mahira sebagai masyarakat yang 

menerima pelayanan publik di Kecamatan Medan Petisah relatif sama karena 

pelayanan yang mereka rasakan sudah cukup baik karena pegawai memberikan 

bantuan untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus suatu dokumen tetapi ada 

perbedaaan pendapat menyangkut pendapat Bapak Meidy dengan Ibu Ferina 

Mahira mengenai ketetapan waktu pengerjaan. Pengurusan dokumen Bapak 

Meidy waktunya tidak sesuai dengan yang ditetapkan sehingga membuat rasa 

kecewa dan merasa tidak puas, namun pengurusan dokumen Ibu Ferina Mahira 
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waktunya sesuai dengan yang ditetapkan pegawai sehingga merasa terpuaskan 

dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai. 

4.3 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan hasil 

pengamatan dan hasil wawancara bersama beberapa narasumber/informan yang 

berada di Kecamatan Medan Petisah. Maka penulis akan memberikan 

pembahasan pada berikut ini 

4.3.1 Adanya tujuan dan kualitas suatu keahlian 

 Tujuan adalah suatu penjabaran dari sebuah visi dan misi, merupakan 

suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan oleh berbagai lembaga dan 

perusahaan. Tujuan dari usaha ini berupa sebuah target yang memiliki sifat 

kuantitatif dan juga merupakan sebuah pencapaian dengan ukuran keberhasilan 

dan kinerja suatu perusahaan. 

Menurut Tommy Suprapto, pengertian tujuan adalah pencapaian misi 

tertentu dan dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Tujuan adalah pernyataan 

tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan 

pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama 

untuk itu. 

 Menurut Goetsch dan Davis (2005), kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.  
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 Berdasarkan asumsi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa 

tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai dengan cara meningkatkan kualitas 

kinerja seseorang dalam mencapai tujuan tersebut dan melihat sejauh mana 

kinerja pegawai dalam mencapai tujuan. Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan bahwa pelaksanaan SIAK di Kecamatan Medan Petisah terpantau 

berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya maksimal. Pelaksanaannya sudah 

baik, karena pegawai menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada 

meskipun terkadang ada kendala-kendala yang dihadapi. Masyarakat juga masih 

banyak yang belum mengerti apa itu SIAK, karena kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah. Sehingga masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan 

program tersebut. 

4.3.2 Adanya pencapaian kerja dalam melaksanakan tugas 

 Menurut Marwansyah (2010) kinerja adalah pencapaian atau prestasi 

seseorang berkenaan dengan tujuan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Menganalisis kualitas manajemen sumber daya manusia agar dapat meningkatkan 

kinerja perusahannya menjadi lebih baik lagi. 

 Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangan penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun 

perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan 

perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah 

organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan 

organisasi itu. 
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 Menurut Rahardjo (2017:18), menjelaskan pengertian kualitas sumber 

daya manusia adalah individu-individu atau yang disebut tenaga kerja, karyawan, 

yang memiliki potensi individu yang bekerja untuk organisasi. Dimana kualitas 

SDM ditentukan oleh bukan aspek ketrampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja 

tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman 

atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. 

 Menurut Widodo (dalam Kharis, 2010:8) sumber daya manusia dapat 

dikatakan berkualitas manakala mereka mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Apabila karyawan tidak memiliki kualitas yang baik maka akan mempengaruhi 

kinerja yang dihasilkan dan akan berdampak pada hasil akhir perusahaan. 

 Berdasarkan asumsi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam 

mencapai sebuah tujuan organisasi. Karena manusia adalah unsur penggerak dan 

pelaksana dari kebijakan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, sumber 

daya manusia (SDM) di Kecamatan Medan Petisah sudah dapat dikatakan baik, 

karena mereka dapat melayani dan membantu masyarakat dalam mengurus 

administrasi kependudukan. Sumber daya manusia yang diperlukan di Kecamatan 

Medan Petisah adalah mereka yang ahli komputer karena akan dijadikan operator 

atau tenaga ahli komputerisasi.  
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4.3.3 Adanya kualitas layanan dalam memenuhi kebutuhan 

 Kualitas pelayanan adalah landasan utama untuk mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen. Dalam hal ini perusahaan dapat dikatakan baik jika mampu 

menyediakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan pelanggan. Kualitas 

produk dan kinerja layanan yang baik akan sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan.  

 Menurut Kasmir (2017:47) pelayanan adalah tindakan atau perbuatan 

seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

sesama karyawan, dan juga pimpinan. 

 Menurut Rusydi (2017:39) berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik yang bermutu 

dibandingkan dengan pesaingnya. 

 Berdasarkan asumsi yang dikemukakan di atas, kualitas pelayanan yang 

diberikan pegawai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Karena kualitas 

pelayanan dapat dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

konsumen, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut sangat memuaskan. Namun, 

terkadang ada juga pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen. 

Pelayanan ini dapat dikatakan buruk, jika perusahaan dirasa tidak dapat 

memenuhi keinginan konsumen.  

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, kualitas pelayanan 

yang ada di Kecamatan Medan Petisah sudah baik seperti membantu masyarakat 
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untuk melengkapi dokumen tetapi belum dapat dikatakan maksimal. Karena 

sebagian ada juga masyarakat yang masih mengeluh mengenai ketidak tepatan 

waktu pegawai dalam menyelesaikan tugasnya terkait dokumen kependudukan 

yang dibutuhkan masyarakat. Padahal tujuan program SIAK yang dibuat oleh 

pemerintah adalah untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. 

Hambatan-hambatan itu seperti, terkadang terdapat kesalahan data penduduk yang 

membuat ketidak tepatan waktu, dan terkadang koneksi jaringan yang tidak 

mendukung saat akan melakukan perekaman data. 

4.3.4 Adanya penilaian kerja dilakukan untuk menilai pelaksanaan tugas 

pegawai 

 Penilaian kinerja adalah suatu proses kegiatan evaluasi pekerjaan pegawai 

yang harus dilakukan secara objektif untuk membandingkan hasil kerja pegawai 

dengan standar kerja yang telah ditetapkan. 

 Menurut Gary Dessler (2010:322) adala mengevaluasi kinerja karyawan 

saat ini dan/atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya.  

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67) hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Berdasarkan asumsi yang dikemukakan di atas, penilaian kerja dapat 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan 

perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai dalam 
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perusahaan tersebut. Membantu pegawai mengatasi masalah eksternal dengan 

penilaian kerja, maka atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya 

hambatan dalam pekerjaan tersebut sehingga atasan dapat membantu 

mengatasinya. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, di Kecamatan Medan 

Petisah penilaian pemimpin terhadap kinerja karyawan sudah cukup baik, tentu 

saja setiap pegawai memiliki hambatan-hambatan dalam pekerjaannya masing-

masing tetapi dari segi kerja sama, pegawai sudah cukup mampu untuk  

berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam menyelesaikan pekerjaannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di 

Kecamatan Medan Petisah, maka dari penelitian ini dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa : 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan dapat di lihat dari kepuasan pelayanan, 

berupa pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat. Seperti 

kemudahan dalam pembuatan KTP, KK dan yang lainnya. Syarat-

syarat dalam mengurus dokumen kependudukan pun sudah tidak ribet 

dan tidak memerlukan biaya. Tujuan dari membangun database 

kependudukan berbasis komputer, untuk memberikan kemudahan 

dalam melakukan administrasi kependudukan dan mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan. 

2. Pelaksanaan program SIAK sudah terlaksana cukup efektif, 

mempermudah proses pencarian data penduduk karena sudah berbasis 

komputerisasi sehingga lebih mudah dan cepat meskipun terkadang 

masih ada masyarakat yang mengeluh terkait pengurusan dokumen 

kependudukan yang selesai tidak tepat waktu karena ada kendala-

kendala dalam mengoperasikan SIAK. Perbaikan kinerja pegawai
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sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. 

3. Sumber daya manusia menjadi bagian yang paling penting dalam 

pelaksanaan program SIAK, dimana kompetensi dan keandalan teknis 

serta pegawai adalah salah satu hal yang sangat diperlukan. Didukung 

oleh kelengkapan sumber daya teknologi dalam hal ketersediaan 

sarana dan prasarana yang memadai dan kualitas dalam konteks 

pelayanan kepada masyarakat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis kemudian memberikan beberapa 

saran yang diharapkan menjadi masukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan 

SIAK pada Kecamatan Medan Petisah, antara lain : 

1. Kecamatan Medan Petisah diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi 

rutin mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 

berbasis online kepada masyarakat karena sebagian masyarakat belum 

mengetahui apa itu SIAK. 

2. Kecamatan Medan Petisah diharapkan dapat lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, dikelola secara profesional agar 

kepentingan instansi bisa tercapai. 

3. Setiap sumber daya manusia diharapkan mampu menciptakan sinergi 

dalam melaksanakan tugas hariannya sehingga tercipta lingkungan 

kerja yang kondusif dan pelaksanaan tugas yang lebih efektif. 
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